BUPATT CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG JASA TERTENTU,
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK SARANG BURUNG
WALET, DAN BEA PEROCLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

bahwa untuk melaksanaskan Kketentuan Pasal 90 ayat (8}
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajpk Barang
Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak
Sarang Burung Walet, dan Bea Perclehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan;

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tabhun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950}
sehragaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1968 tentang Pembentukan Kota Purwakarta dan

Kota Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Dalam Linglkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 MNomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32004

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 35587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-uNdang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang [ Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomar 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);



Menetapkan :

2.

£

Undang-Undang Nomor ! Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indenesia Tabun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6737);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 2023 Nornor
85, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor
6881);

Peraturan Daerah Kabupaten Cian jur Nomor 17 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur 57);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BARANG JASA TERTENTU, PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN, PAJAK SARANG BURUNG WALET DAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BADBI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalamm Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah
Daerah Kabupaten Cianjur.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  pemerintahan Daerah  yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan  yang — menjadi
kewenangan daerah ctonom.

Bupati adalah Bupati Cianjar.

Badan Pendapatan Daerah, yang seclanjutnya disebut
Bapenda adalah perangkat daerah yang melaksanakan
fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut
Kepala Bapenda adalah kepala Badan Pendapatan Deerah
Kabupaten Cianjur.

Pejabat adalah pegawal vang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajpk adalah
konstribusi wajib kepada daerah vang terutang oleh pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
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Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang
disediakan, dijnal danfatau diserahkan, baik sccara langsung maupun
tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yvang dihasilkan oleh suatuy
pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralalan
listrik.

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akemeodasi yang dapat dilengkapi
dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atan
fasilitas lainnya.

Jasa Parkir adalah jasa penyedican atau penyelenggaraan temnpat parkdr di
lnmar badan jalan danfatau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk
ditemmpatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok
usaha maunpun yang disediakan sebagai suwatu usaha, termasuk
penvediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan
semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, kelangkasan, rekreasi,
dan/fatau keramaian untuk dinikomati.

Pajk Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disebut Pajak
MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan

batwan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk
dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logein dan Batuan, yvang selanjutnya disingkat MBLB
adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurit persentase fertentil,

Opsen Pajak MBLB adalah opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas Pokok
Pajk MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Papk Sarang Burung Walet adalah Pajpk atas kepiatan pengambilan
dan/atanr pengusahaan sarang burung walet

Burung Walet adalah satwa yang termasuk margi collocalia, yaitu collocalia
Juchliap haga, collocalic maring, collocalia esanlanta, dan allocalia fnchi

Bea Perolchan Hak Atas Tanah dan Bangunan, selanjutnya disingkat
BPHTB adalah pajpk atas perolehan hak atas tanah danfatau bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yvang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah pajk atas bumi danjfatau bangunan yang
dirniliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan cleh orang pribadi atau badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi ianah dan perairan
pedalaman seata laut wilayah daerah.

Bangunan adalah konstruksl teknik vang ditanam atau diletakan secara
tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman danjfatan laut.

Nilai JJual Objek Pajak, vang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-
rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjad: secara wajar, dan
hilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan Objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
bary, atau NJOP pengganti.
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anda Daftar Objek Pajak adalah tanda terima pendaftaran objek pajak yang
diberikan kepada wajib pajak, yang memuai identitas objek Pajak, nomor
pelayanan, nomor pendaftaran danfatau jenis penomoran lain yvang
dipersamakan,

Subrjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak,
pemotong Pajak, dan pemungult Pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penanggung Pajgk adalsh orang pribadi atau badan yang bertanggung
jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan
memenuhi  kewajiban Wajib Papk menunit ketentuan peraturan
perundang-undangan perpa jakan.

Badan adalah sckumpulan orang danfatau modal yang merupakan
kesatuan, bak yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha vang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan
usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Nomeor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD
adalah nomor yung diberikan kepada Wajib Pajak sebagni sarana dalam
administrasi perpajakan deerah yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajk dalam melaksanakan hak dan
memernuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

Nomor Objek Pajak Daerah, yang selanjulnya disingkat NOPD adalah
nomor identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
dengan ketentuan tertentu.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek Pajak, penentuan besamya Pajak yanp terutang
sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjuinya disingkat SPTPD
adalah surat yang oleh Wajib Papk digunakan wuntuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajpk danfatau bukan
vbjek Pajak, danfatau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Dacrah.

Surat Ketetapan Pajak Dagrah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak
yang terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atae telah dilakukan dengan cara lain ke kas
Daecrah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajpk Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarmya jumlah
pokok Pajak, jumilah kredit Pajek, jumiah kekurangan pembayaran pokok
Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajk yang masih harus
dibayar.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bevar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Papk yang menentukan
tambahan atas jumlah Pajak yvang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Deerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat ketetapan Pajk yang menentukan jumiah pokok Pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit Pajak.

Surat Ketetapan Pajk Daerah Lebih Bayar, vang selanjutnya disinghat
SKPDLB adalah surat ketetapan Pagk yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Pajak karena jumlsh kredit Pajgk lebih besar
daripada Pajk yang terutang atau seharusnya tidak teruatang.

Surat Tagihan Pajak Daerah., yang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan Pajk dan/atau: sanksi administratif
berupa bunga dan/alau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tuliz, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan
Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan terhadap
SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib
Pajal.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajk atas banding
terhadap Keputusan Keberalan vang diajukan oleh Wajib Pajak.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai
kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang
dipersamakan dan lampiran-iampirannya termasuk penilaian tentang
kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat
pemberitahuan dengan SSPD.

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi
uwtang Papk dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penaghan seketika dan  sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanalkan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah
disita,

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak vang
dilaksanakan oleh jurusita Pajk kepada Penanggung Pajak lanpa
menunggu tanggzal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh uang
Pajgk dari semua jenis Pajak masa Pajak, dan tahun Pajak

Utang Pajak adalah Pajak vang masih harus dibayar termasuk sanksi
administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum
dalam sural ketetapan Pajak atau sural sejenisnya berdasarkan peraturan
perundang-umdangan perpajakan daerah.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur
Wajib Pajpk untuk melunasi Utang Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya
Penagihan Pajak
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Jurusita Pagpk adalah pelaksana undakan Penagihan Papk yang meliputi
Penagihan Seketika dan Sekabgus, pemnberitahuan Surat Paksa, penyitaan,
dan penyanderaan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, danfatan bukti yang dilaksanakan secara objektil dan
profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tajuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan  perundang-undangan
perpajakan dan retribusi Daerah,

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajk yang terutang dalam
suani jangka waktu tertentu.

Taluin Pajak adalah jangka waktu yang lamanys 1 (satu] tahun kalender,
kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.

Biayva Penaghan Pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat
perintah  melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan
lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan.

Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan
gecara Lelang,

Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara
penawaran harga secara lisan, tertulis, dan/atau media dalam jpringan
melalul usaha pengumpulan peminat atan calon pemboeli.

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Wajib
Pajak dan/atau Penanggung Pajk, guna dijadikan jaminan untuk
melunasi Utang Pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau
ruangan tertentu sata barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang
digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alt untuk
menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang S8

Pemenksaan Lapangan adalah pemenksaan yang dilakukan ditempat
tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau
pckerjaan bebas WP, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh
pemeriksa.

Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan dikantor Badan

Pendapatan Daerah danjatau kantor-kantor di lingkungan Pemeriniah
Daerah.

Pemeriksaan Ulang adalah pemenksaan yang dilakukan terhadap Wajb
Pajk yvang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan
sebelurnnya untuk jenis pajpk dan Masa Pajak, bagian Tabhun Pajak, atau
Tahun Pajak yang sama.

Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjuinya disingkat RKUD adalah
rekeni ng tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampiung selurth penerimaan daerah dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran daerah.




BaAB It
JENIS PAJAK
Pasal 2

Jenis Pajak yang diatur dalam tata cara pemungutan Pajpk ini, adalah:

ang®

{1}

(2

(3)

4

(S}

(3)
(2
B)

(1)

(3]

PRJT:

Pajak MBLB;

Pajak Sarang Burung Walet; dan
BPHTB.

Pasal 3

Saat terutang Pajak sebagaimena dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan pada
saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan ob jektif
atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu terteniu dalam masa
Pajak, dalam Tahun FPajak atau bagian Tabun Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah,

Masa Pajk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu
yang menjadi dasar bagi Wajib Papk untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan Pajak vang terutang,

Masa Papk yang menjadi dasar bagi Wajb Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan Papk yang terutang scbagaimana dimaksud
pada ayat (2], ditetapkan untuk jangka wakiu ! (satu) bulan kalender atau
jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

Tahun Pajak sebagaimana dimalksud pada ayat (1} merupakan jangka waktu
yang lamanya 1 (satu] tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajk
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Masa Pajpk sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) ditetapkan untuk
setiap jenis pajak dengan rincian sebagai berikut:

a. Masa Papk FBJT ditetapkan 1 [satu) bulemn;
b. Masa Pajpk Sarang Burung Walel ditetapkan 1 (salu) bulan;
c. Masa Pajak MBLB ditetapkan 1 (satu) bulan.
BAB Ii
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Bagian Kesatu

Pendaftaran
Paragraf 1
Pendaftaran Diri
Pasal 4
Setiap Wajib Pajk memiliki NPWPD.
NPWPD orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudulkan.
NPWPD badan di hubungkan dengan nomor induk berusaha.

Pasal 5
Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri kepada Bapenda.

Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), oieh Bapenda diberikan NPWPD.

Untuk wajib pajak orang pribadi, pendafiaran disertai dokumen pendukung
berupa:
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a surat permohonan darn Wajib Pajak/kuasanya:

b, asli surat kuasa bermaierai untuk permohonan pendaftaran yang
dikuasakan;

c. formulir pendafiaran;
d. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan digital.

Untuk wajb pajak badan, pendaftaran disertai dokumen pendukung
berupa:

a surat permohonan dari Wajib Pajalk/kuasanya;

b. asli surat kussa bermaterai untuk permchonan pendaftaran yang
dikuasakan;

c. Forrmulir pendaftaran;

d. fotokopi nomor induk berusaha atau NFPWP.

Wajib pajak melakukan pendaftaran melalai:

a. loket Bapenda;
b. aplikast sistem informasi manajemen pajpk daerah.

{4 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dikecualikan untuk Wajib

Pajak PBJT Penyedia Tenaga Listrik yang berstatus Badan usaha milik

negara atau badan usaha milik daerah,

{5} Ketentuan sebagaimane dimaksud pada ayat {1) untuk PBJT atas tenaga

(6)

(1)

(3}

(1)

(2
(3)

listrik yang dihasilken sendiri, dihitung berdasarkan kapasitas, tingkat
penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan yang
berlaku di Daersh, khususnya Wajib Pajpk PBJT Penyedia Tenaga Listrik
yang menggunakan generator se dengan kapasitas generator set di atas 20
{dua puluh) kilo volt ampere,

Dalam hal Wajib Pajmk scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mendaftarkan  diri, Bapenda secara  jabatan menerbitkan NPWPD
herdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki

Pasal &

Petugas menetiti formulir pendaftaran yang telah diisi beserta kelengkapan
berkas persyaratannya.

Jika permohonan lengkap, petugas menerima dan memproses berkas
persyaratan.

Jika permohonan tidak lengkap, petugas mengembalikan berkas
persyaratan untuk dilengkapi
Pasal 7

Kepala Bapenda menetapkan NFWPD dan mengeluarkan surat pengukuhan
setelah permchonan pernyataan din dinyatakan lengkap.

Penerbitan NFWPD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari Keyja.
NPWPD berupa kartu cetak atau eleklronik

Pagal 8

Petugas menyampaikan NPWPD kepada wajib pajak melalui:

a.
b
C.

petugas kepada wajib pajak,
pos atau perusahaan jasa ekspedisi ataw jasa kurir; atau
media atau pesan elekironik.
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Bagian Kedua
Pendataan
Pasal 9

Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajpk dan Objek Papk untuk
memperoieh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau
Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan
administrasi perpajakan Daerah.

Jenis Pendataan meliputi:

a pendataan kantor; dan fatau
b pendataan lapangan

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan oleh petugas
Pendataan.

Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilaperkan dalam
bentuk laporan hasil Pendataan.

Dalam hal hasil pendataan menemukan wajib pajpk baru, dilanjutkan
dengan proses pendaftaran untuk diterbitkan NFWPD.

Dalam hal hasil pendataan menemukan objek pajak baru, dilanjutkan
dengan proses pendaftaran untuk diterbitkan NOPD.,

Dalam hal hasil pendataan menemukan wajib pajak yang t¢lah meninggai
dunia, dilanjutkan dengan penghapusan NPWPD.

Dalam hal hasil pendataan menemukan objek pajak yang telah hilang,
dilanjutkan dengan penghapusan NOPD,
Bagian Ketiga
Penonaktifan dan penghapusan NPWPD dan NOPD
Pasal 10

Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan
kewenangan secara jabatan dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan
terhadap NPWPD atau NOPD.

(1)

(2]

(3l

(4

Pasal 11

Dalarn hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi,
NOPD, danfatau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1},
Bapenda menerbitkan keputusan dalam jangka wakta 3 (tigal bulan sejk
tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat [1) tidak diterbitkan
setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan dianggap
disetu jui.

Penonaktifan steu penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/

alau jenis penomoran lain yang dipersarnakan secara jabatan atau atas

dasar permohonan Waiib Pajak dilakukan sepan jang:

a tdak memiliki tunggakan Pajak; dan

b. tidak sedang mengajukan upaya hukum terhadap ketetapan pajak
berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Dikecualikan kelenluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam heal
wajib pajpk meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris,
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BABIV
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 12
Pemungutan Pajek dilarang diborongkan.

Wajib Papk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang
denngan menggunakan 55PD.

Pembayaran atau penyetoran Pajk sebagaimana dimaksud pada ayat (2
dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis <¢lektronik pada bank/
tempat lain vang ditunjuk oleh Bupati.

Dalarn  hal sistem petnbayaran berbasis elektronik belum tersedia,

pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran
tunai.

Dalam hal pembayaran berbasis elektronik, SSPD diterbitkan secara
elektronik dengan prosedur yvang sama pada pembayaran tunai.

Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajb melakukan rekapitulasi
penerimaan harian pajk daerah dan rekonsiliasi internal atas penerimaan

pajak daerah.

Kepala Bapenda menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran

Pajak terutang, paling lama 10 {sepuluhj hari selelah berakhirnya masa
pajak, kecuali untuk PBJT Tenaga Listrik paling lrma 10 (sepuluh) hari kerja
setelah masa pajak

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa
bunga sebesar 1% (satu persen] per bulan darni Pajk terutang yang tidak
atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu
paling lJama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dan bulan dibitung
peniuh 1 {satw) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

HAB V
PEMBUKUAN, PELAPORAN, DAN PENELITIAN
Bagian Kesatu
Pembukuan
Pasal 13

Wajib Pajk wajb melakukan pembukuan atan pencatatan secara elektronik
dan/atau non elektronik, dengan ketentuan:

a. bagi Wajb Pajpk vang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling
sedikit Rp4.800.000.000,00 |[empat miliar delapan ratus juta rupiah} per
tahun wajib menyelenggarakan pembukuan;

b, bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha
kurang dari Rp4.800.000.000,00 [empat miliar delapan ratus juta
rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau
pencatatan.

Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
disclenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan
keadaan atau Kegiatan usaha yang sebenarnya.

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) burnal a dilakukan
dengan berpedeman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(4} Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit

(5)

(1)
(2)

3

(2)

&

(3)

(1)

(2)

(1)

)

memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bulkti
pendukungnya yang akan digunakan untuk menghitung besaran PBJT
terutang.

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembuluian atan
pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajb disimpan selama S5
(irna) tahun ditempat kegiatan atau tempat tinggal Wajb Pajak orang
pribadi atau ditempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kedua
Pclapecran
Pasal 14
Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD terutang yang telah dibayar.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
peredaran usaha dan jumiah Papk dalam satui Masa Pajaic

SPTPD sebagaimana dimaksud pada avat (1} disampaikan kepada Bapenda
setelah berakhirnya Masa Pajak, dengan dilampiri SSPD sebagai bukti
pelunasan Pajalc

Pasal 15

Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan
sctiap Masa Pajak.

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka wakiu

yvang digunakan cleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajpk terutang yang
harus dibayarkan/disetorkan ke rekening kas wumum Daerah dan
dilaporkan dalam SPTPD.

Berdasarkan Masa Pajpk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda
menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lama 15 (ima belas} hari setelah beralkhimya Masa
Pajak, kecuali untuk PBJT Tenaga Listrik paling lama 15 (lima belas) hari
kerja.

Pasal 16

Wajib Pajpk yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 avat (1), dikenakan sanksi
administratif berupa denda.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, tidak dikenakan
jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar.

Pasal 17

Wajib Pajpk dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah
disampaikan dengan menyampaikan pernyataan lertulis sepanjang beham
dilakukan pemeriksaan.

Dalam hal pembetulan SPTPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1}

menyatakan lebih bayar, harus disampatkan pabng lama 2 (dua) tahun
sebelum kedaluwarsa penetapan.
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Dalarn hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan kurang bayar, dilampin dengan SSPD scbagai bukti pelunasan
Pajak vang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

Khusus untuk BPHTB, nilai pereclehan Objek Pajak sebagai dasar pengenaan
BPHTEB adalah saat tanggal dibuat dan ditandatanganinya Akia Jual Beli

untuk transaksi jual bell wvang mengpunakanftidak menggunakan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Sanks administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayet (3),
dihitung sebesar tarif bunga sebesar 1% {satu persen] per bulan dari jumlah
pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran
sampal dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 {satu}
bulan.

Kekurangan bayar sebagaimana dimaksud pada ayat {3), tidak dikenakan
sanks administratil berupa kenaikan pokok pajk yang kurang dibayar.

Bagan Ketiga
Penetitian SPTFD
Pasal 18

Bapenda melakukan penclitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat {1].

Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan
tanggal pelunasan dalam SSPD:

b, kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.

Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat {2}
diketahui terdapat Papk terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala
Bapenda menerbitkan STPD.

STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah
kekurangan pembayaran Pajk terutang, ditambah sanksi administratif
berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dani jumlah pajak yang
kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya
mesa pajpk, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak untuk jangka wakiu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satuy bulan.

Dalam hal hasil penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat [2),
terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib
Pejak, Kepula Bapenda melakukan pemeriksaan.
Bagian Keempat
Penelitian SSPD BPHTEB
Pasal 19
Penelitian SSPD BPHTB, meliputi:

a Kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD
yang tercantum:

1. dalam SPPT atau bukty pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
2. pada basis data PBB-PZ;
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b. kesesuaian NJOP Bumi per meler persegi yang dicantumkan dalam
SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis dala PBB-
P2

¢. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegl yang dicantumkan dalam
SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per nxter persegi pada basis data
PBB-P2,

d. kebenaran penghilungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan Objek
Pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas Objek Pajak
tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;

e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya
pengurangan yang dihitung scndiri; dan

[. kesesuaian kriteria Objek Pajak tertentn yang dikecualikan dari
pengenaant BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi
masyarakat berpenghasilan rendah.

Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi
perolehan hak karcna waris dan hibah wasial.

Kriteria pengecualian Cbjek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hwuf f yaitu untuk Kepemilikan
rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Kriterta tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat {3), diselaraskan dengan
kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi
masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekegaan ymum dan
perumahan rakyat.

Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagrimana dimaksud pada ayat {1},
dilakukan sejk diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk penelitian
di tempat.

Dalam hal berdasarkean hasil Penelitian SSPD BPHTEB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), jumlah Pajgk yang disetorkan lebih kecil dari
jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajb membayar selisih kekurangan
tersebut,

Dalam hal perolehan hak atss tanah danjatau bangunan yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan Objek
BPHTB, Kepala Bapenda dapat menerbitkan surat keterangan buakan Objek
BPHTE.
BAB VI
PERHITUNGAN
Pasal 20

Standar harga MBLB berpedoman kepada ketentuan yang dikeluarkan
instansi yang berwenang.

Standar harga Sarang Burung Walet, ditetapkan sebagai berikut:

a. Collicalia fuchiphagus (walet putih)/kilogram sebesar Rpl5.000.000,-
(lima belas juta rupiah);

b. Collicalio maxima (walet sarang hitam)/kilogram sebesar Rpl0.000.000Q -
{sepuluh juta rupiahyj

c. Collicalia esculenta (walet sapi)l/kilogram sebesar Rpl.500.000,- (satu
juta lima ribu rupiah);
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d Collicabia Enchi (burung sriti/kapinis]/kilogram sebesar Rpl.500.600,-
[satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 21

Volume pengambilan MBLB adalah jumlah bahan galian yang diambil/
ditambang selama 1 (satu] bulan produksi.

Penghitungan volume pengambilan/penambangan MBLB sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) ditetapkan oleh I[nstansi yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB VI
PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MEBLB
Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan
Pasal 22

Dasar pengenaan Opsen Pajpk MBLB merupakan Pajapk MBLE terutang.

Saat terutangnya Opsen Pajpk MBLB ditetapkan pada saat lerutangnya
Pajpk MBLB.

Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB vang terutang merupakan wilavah
Daerah tempat pengambilan MBLB.

Besaran pokok Opsen Pajpk MBLB wyang terutang dihitung dengan cara
mengalikan taril Opsen Pajak MBLB sebesar 25% {dua puluh lima persen)
dengan dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada
avat (1).

Pemungutan Opsen vang terutang dilaksanakan atas pokok Pajk terutang
bersamaan dengan Pemungutan Pajpk MBLB terutang.

Bapan Kedua
Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan
Pasal 23

Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang
dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan
Pajak MBLB.

Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke
kas Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan bersamaan
dengan penbayaran Pajak MBLB ke kas Daerah,

Dalarn, hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2 tidak
dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan.

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan
sanksi administratil atas Opsen Pajak MBLB.

Dalam hel bupati telah menerima pembayaran atas Penapihan sebagaimana
dimaksud pada ayat {3), bupali menyetorkan buagian Opsen Pajuk MBLE ke
kas daerah Provinsi paling lama 3 {liga) hari kerja.

Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dilaksanakan
gleh Bapenda.

Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan dalam SPTPD Paisk MBLB.
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Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan papak
daerah.
Bagian Ketiga
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pasal 24

Dalam hal Wajib Pajpk mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB
kepada Bupati, pengembalian kelebihian pembayaran pajk MBLB termasuk
memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak
MBLB.

Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.

Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada avat {2) disampaikan kepada
Gubermur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
Bagian Keempat
Sinergi Pemungutan
Pasal 25

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB
Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi

Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk
kerja sama.

Kerja sama sebagaimana dimalksud pada ayat (2] meliputi:

a pertukaran dan/atau pemanfiatan data dan/aiau informasi perpajakan,
perizinan, serta data dan/fatau informasi lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesual dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;

d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan

€. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya
manusia i bidang perpajakan.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
perjanjian kerj sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja vang
disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
REKONSILIASI PAJAK
Pasal 26

Kepala Bapenda, Kepala Badan Keuangan dan Asct Daerah, bank tempat
pembayaran, dan instanst terkait, melakukan rekonsiliasi data penerimaan
Pamk, paling sedikit setap triwulan,

Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada avat (1) palng sedilkit untuk

mencocokan:
a. SSPD atau data pembayaran pada basis data papk daerah;
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b, rekening koran bank:;
¢ data penerimaan pajak daerah pada REUD; dan

d dokumen  penyelesaian kekurangan  pembayaran Pajk dan
pengembalian kelebihian pembayaran Pajak

BAB VI
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
Bagian Kesatu
Surat Ketetapan Pajak
Pasal 27

(1} Dalam jangka waktu paling lama 5 (limaj tahun sepk terutangnya Pajak,
Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan
SKPDN.

(2) SKPDKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1], diterbitkan dalam hal
terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:

a. hasil Pemeriksaan; atan
b, penghitungan secam jabatan karena:

1. Wajib Pamk tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat {3) dan telah
ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pade waktunya
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimans dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1).

(3) SKPDKBT secbagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal
ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan
menyebabkan penambahan Pajak wvang terutang setelah dilakukan
pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

(4] SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, diterbitkan dalam hal jumiah
Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak
fidak terutang dan tidak ada kredit Pajak

Pasal 28

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran
Pajak, Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.

Pasal 29

(1) Jumlah kekurangan Pamk yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat {3) huruf a, dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 1,8% {satu koma delapan persen) per bulan dari Papk
yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sepk saat terutangnya Pajk
atau berakhirmya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Papk
sampai dengan diterbitkannya SKPDER, untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan serla bagian dari bulan dihitung penuh 1 {satu)
bulan,

{2) Jumiah Pajak yang terutang dalam SKPDKB schagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2] huruf by, dikenaken sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2,2% (dua koma dua persen} per bulan dari Papk yang kurang atau
terlamn bat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya
Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajmk sampai dengan
diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka wakmz paling lama 24 [dua pulub
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empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak
saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:

a kenaikan sebesar 50% (hma puluh persen) dari peckek Pajak yvang kurang
dibayar untuk PBJT; atau

b. kenajkan sebesar 25% (dua puluh lima persenj dari pokok Pajk yang
kurang dibayar untuk BPHTB, Pajpk MBLB, dan Pajak Sarang Burung
Walet.

(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
di maksud dalam Pasal 27 ayal {3}, dikenakan sanksi administratif berupg
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Papk yang
terutang dalam SKPDKBT,

(4 SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT
scbagaimana dimaksud pada ayat (3] waib dilunasi dalam jangka waktu
paling lama 1 {satu] bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua

Surat Tagihan Pajk
Pasai 30

{1} Dalam jangka waktu paling lama 5 (lims) tahun sepk terutangnya Pajk,
Kepala Bapenda dapal menerbitkan STPD.

(2} Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakukan dalam
hal:

a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;

b.  hasil Penclitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdapat
kekurangan pembayaran sebagai aldbat salah tulis, salah hitung, atau
kesalahan administratif lhinnya oleh Wajib Pajak;

¢. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding yvang tidak atau kurang dibayar setelah
jatuh tempo pembayaran; atau

d. Wajb Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga danfatau
denda.

{3 Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimang dimaksud pada avat (2] uruf a
dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan
pemberian sanksi administranf beripa bunga scbesar 1% (satu persen) per
butan dihitung dari Pagk yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh
tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka
waktu paling lama 24 {dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak
serta bagian dad bulan dihitung penuh 1 [satu] bulan.

(4 Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf c,
dikenai sanksi administratil berapa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam
persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari
tangpal jatuh tempe pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,
untuk jangka waktu palng lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat
terutangnya Pamk serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
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BAB IX
PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Dasar Penagihan Pajpk
Pasal 31

{1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam STPD, surat keputusan
pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding merupakan
dasar penagihan Pajalc

(2} Atas dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

{3)] Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat [2] dilakukan dengan cara
menyampaikan surat pemberitahuan jatuh tempo pembayaran atau
pelunasan.

(4} Dalam hal dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan
penagihan Pajk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Bagian Kedua
Pejabat, Jurusita Papk dan Kedaluwarsa Pajak

Pasal 32

(1) Dalam rangka melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (4), Kepala Bapenda berwenang:

a. melaksanakan penagihan;
b. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajals
¢ menerbitkan:

Surat Teguran;

surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;

Surat Paksa;

surat penntah melaksanakan penyitaan;

surat perinlah penyanderaan;

surat pencabutan sita;

pengumuman Lelang;

surat penentuan harga lmit;

pembatalan Lelang

10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan Pajak

e N b o=

() Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 33
Pengangkatan dan pemberhentian Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (1} huruf b, berpedoman kepada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
Pasal 34

(1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat {2),
diawali dengan penerbitan Surat Teguran,




(2)

(3)

(4)

()

{6)

{8}

(St

10)

{11)

{1}

19

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas
waktu pelunasan utang Pajk oleh penanggung Pajak.

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pads ayat (2] terlampaui dan
Wajib Pajak belum melunasi utang pajak, terhadap penanggung Pajak
diterbitkan surat paksa.

Khusus untuk penanggung Pajpk yvang telah disetujui untuk mengangsur
atau menunda pembayaran Pajak, atas utang Pajak yang diangsur atau
ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

Daiam hal kewajiban pembayaran utang Pajpk sebagaimarna dimaksud pada
ayat {4}, belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat
Paksa tanpa didahului Sural Teguran.

Sural Paksa sebagaimana dimaksud pada ayal [3) diberitahukan alau
disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada penanggung Pajak.

Dalam hal penanggung Pajk tidak melunasi wtang pajknya setelah
melewati jangka waktu 2 x 24 [dua kali dua puluh ernpat) jam, sejpk Surat
Paksa disampaikan sebagaimana dimakud pada ayet (6), Kepala Bapenda
menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Delam hal wtang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Papk tidak dilunasi
setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan
penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat {7}, Kepala Bapenda berwenang
melaksanakan penjualan secara Lelang melalui Kantor Lelang terhadap
barang yang disita.

Penjualan secara Lelang schagaimana dimaksud pada ayat (8] dilaksanakan
paling cepat setelah jangka waldtu 14 [empat belas) har, terhitung sepk
pengumuman Lelang,

Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan
pal ng cepat setelah Jewat jangka wakt 14 (empat belas} hari terhitung sejak
dilakukan penyitaan.

Hasil Lelang sebagaimana dimaksud padu ayat (9) dipergunakan terlebih
dahulu untuk membayar Biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk
membayar utang Pajak yang belum dibayar.

Pazal 35

Jurusita melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menungeu

tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat perintah penagihan
seketika dan sekaligus yang diterbitkan olch Bapenda apabila:

a penangegung Pajpk akan meninggalkan Indonesia untuk selama.lamanya

atau bermiat untuk it

b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang

dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan
perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

¢ terdapat tanda-tanda bahwa penanggung Pajak akan membubarkan

badan usaha, atauz menggabungkan usaha, atau memckarkan usaha,
atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. badan usahe akan dibubarkan oleh Negara; atau

terjadi penyitaan atas barang penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau
terdapat tanda-tanda kepailitan.
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sSurat perintah penagihan seketika dan sekaligus minimal memuat:

a. nama Wajb Pajak/penanggung Pajak;
b. besarnya utang Pajak;

¢. perintah untuk membayar; dan

d.  waktu pelunasan Pajak.

Penerbitan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus oleh Bapenda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagal
berikut:

a. diterbitkan scbelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
b. diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran;

c. diterbitkan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu] hari sejak surat
teguran diterbitkan; atau

d. diterbitkan sebelum penerbitan Surat Palksa.

Pazal 36

Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan terhadap Penanggung
Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi utang Pajak dan
memiliki utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dilakukan
pencegahan danfatau penyanderaan.

Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak

mengakibatkan hapusnya utang Pamk atau terhentinya pelaksanaan
renagihan.

Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dan ayat (3] dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB X
KEDALUTWARSA
Pasal 37

Hak untuk melakukan penagihan Papk menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 5 {lima] tahun, terhitung sejk saat terutangnya Pajalk,
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan
daerah.

Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tertangguh apabila sebelum jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b ada pengakuan utang Pajpk dari Wajib Pajgk, baik langsung maupun
tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Suarat teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayal (2] hurul a, kedaluwarsa penagihan dihilung sejak
tanggal penyampaian Surat teguran dan/atau Surat Paksa.

Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
[2) buruf b, merupakan Wajb Papk dengan kesadarannya menyatakan

masih mempunyad Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.

Pengalcuan utang Papk secara tidak langsung sebagaimana dimalksud pada
ayat {3) hurufb, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan coleh Wajb Pajak
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i6) Dalam hal terdapat pengakuan utang Pagk dari Wajibh Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] huruf b, kedaluwarsa penagihan dihilung sejak
tanggal pengakuan tersebut.

BAE XI

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENUNDAAN POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSI

Bagian HKesatu
Insentif Fiskal Bagi Peluku Usaha
Pasal 38

(1} Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat
memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.

(2} Insentil fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berupa pengurangan,
keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok pajek dan/atan
sanksinya.

{3} Insentif fskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diberikan atas
permohonan Wajb Pajak atau diberikan secara jabatan olch Bupati
berdasarkan pertimbangan:

a kemampuan membayar Wajib Pajpk;

b, kondisi tertentu Objek Pajak, seperti Objek Pajak terkena bencana alam,
kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena
adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau
pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro,

d. mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program
prioritas Daerah; dan/atau

e untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program
prioritas nasional.

{4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan
keuangan daerah.

(5] Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] hurw a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-
{aktor:

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Papk selama 2
cdaa) 1ahun terakhir:

b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;

€. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Papk terhadap
perekonomian daerah dan lapangan kerja di Daerah; danfatau

d. faktor lain yang ditentukan cleh Bupati.

{6} Pemberian insentif fiskal kepada Wajlb Papk pelaku usaha mikro dan ulira
mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf ¢ dilakukan sesuaf
dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang
undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(7} Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] huruf d disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka
menengah Daerah,
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Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek
strategis nasional.

Pasal 39

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1),
ditetapkan oleh Bupati dan diberitahukan kXepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada avat (1), disertai dengan
pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 40

Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak apabila diperlukan Kepala
Bapenda dapat melakukan pemeriksaan Pajpk untuk tujuan lain.

Pemeriksaan Pajk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk
mermastikan Wajb Pajalt yang mengajukan permohonan insentif fiskal
berhak untuk menerima insentil liskal sesuai dengan pertimbangan dan
faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3} dan ayat (5

Permohonan Wajib Pajpk untuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bapenda.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Perbebasan
Pasal 41

Kepala Bapenda dapat memberikan kennganan, pengurangan, pembebasan,
dan penundaan pembayvaran atas pokok dan/atau sanksi Pajk dengan
memperhatikan kondisi Wajib Pajgl dan/atau Objek Pajak.

Kondisi Wajib Papk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemampuan
membayar/ tingkat lilaiditas.

Kondisi Obrjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi lahan
pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib
Pajak dan golongan tlerienty, nilai Objk Pajgk sampai dengan batas

tertentu, dan Objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebskaran, hura-
hara, danfatau kerusuhan.

Pasal 42

Wajib Pajak BPHTB dapat diberikan pengurangan atas permohonan karena
kondisi tertentu Wajib Pajak yvang ada hubungannyva dengan Objek Pajk
danfatau sebab-sebab tertentu.

Khusus untuk BPHTB waris/hibah wasiat dapat diberikan kernganan

dengan pengenaan dalam tahun Pajgk yang sama sebesar:

a % (ima puluh persen] untuk Walib Pajak dengan peralihan hak
karena waris/hibah wasiat yang pertams;

b, 40% (empat puluh persen] untuk Wajb Papk dengan peralihan hak
karena waris/hibah wasiat yang kedua;

c. 0% (tga puluh persen) untuk Wajb Pajak deng:an peraliban hak kirena
waris/hibah wasiat vang ketiga;

d  20% (dua puluh persen) untuk Wajib Pajgk dengan peralihan hak karena
waris/hibah wasiat yang keempat dan seterusnya.
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Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diberikan
untuk:

a Wajk Pamk pribadi yang mempercleh hak atas tamah danfatau
bangunan rumah sederhana dan rumah susun sederhana serta rumah
sangat sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar
secara angsuran sebesar 25% {dua puluh lima persen);

b. Wajb Pajk orang pribadi yang meneri ma hibah dari orang pribadi yang
mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah sebesar 50% (lima puluh
perseny;

¢. Tanah dan/ataa bangunan yang digunakan untuk kepentingan scsial
atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan
untuk panti asuhan, panti jompo, ramah yatim piatn, sekolah yang tidak
ditujukan mencari keuntungan, rimah sakit swasta milik institusi
pelayanan sosial masyarakat sebegar 50% (lima puluh persenj,

Bagian Ketiga
Kemudahan
Pasal 43
Bupat: dapat memberikan kemudahan perpajkan daerah kepada Wajib

Paiak, berupa:

a perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan; dan/ atau
b, pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Papk
terutang,

Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pagk sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1) huruf a, diberikan kepada Wajib Papk vang
mengalami keadaan kahar sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban
Paplk pada wakhunya.

Perpanjangan batas waktil pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan secara jabatan atae berdasarkan
permohnonan Wajib Pajak vang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal Wajib

Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar sehingga tidak

mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya,

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajk terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat {4), diberikan berdasarkan permohonan
Waiib Pajpk yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Dalam pemberian fasilitas angsuran atan penundaan pembayaran Pajak
terutang secbagaimana dimaksud pada ayat {4), Bupati memperhatikan
kepatuhan Wajb Pajak dalam pembayaran Pajpk selama 2 (dua} tahun
terakhir.

Keputusan Bupati atas permohonan Wajih Pamk sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dapat berupa:

a menyetujui jumilah angsuran Pajak danfatau masa angsuran atau
lamanya penundaan sesuai dengan permchonan Wajib Pajalg

b menyetuyjui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran
atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajb Pajpk atau

¢ mmenolak permohonan Wajib Pajak
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Persetujuan angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayst
(7) huruf a dan uruf b paling lama dibertkan untuk jangka waktu 12 (dua
belas) bulan.

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak
yang ditunda disertai bunga sebesar tarif bunga per bulan sebesar 0,6% [nol
koma enam persen) per bulan dar jumlah Pajak yang masih harus dibayar,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan,

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4] melipati:

bencana alam;

kebakaran;

kerusuhan massal atau huru-hara:

wabah penyakit; dan/atau

keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati

PRoopR

BAR Xl
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN
Pasal 44

Atas permohonan Wajib Paik ataun karena jabatannya, Kepala Bapenda
dapat melakukan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau
kesalahan hitung dan/atau kekelituan penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat
Keputusan Pembetulan.

Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Papk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Kepala Bapenda menindaklanjud
permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohionan
Wajib Pajak

Dalam rangks peneliian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala
Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang
diperlukan.

Dalarr hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajb Pajpk
sebagaimana dimaksud pada ayal {3), Kepala Bapenda menerbitkan Surat
Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejpk tanggal surat permohonan
pembetulan diterima.

Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat {5} berisi:

8. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan
atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atay
menghapuskan jumlah Papk yang terutang, maupun sanksi
admi nistratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun

ketetapan Pajpk yvang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan
teta cara yarng ditentukan; dan

¢. menoiak permohonan Wajlt Pajak.
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BAB XIil
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 45

Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan. pengembalian kepada Kepala Bapenda.

Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 {dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajpk
sebagaimana dimaksud pade ayat (1), memberikan keputusan,

Apabila Wa jib Papk mempunyai ulang pajak lainnya, kelebthan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utangnya,

Pengembalian kelebihan pembayaran Papk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, sejak
diterbitkannya SKPDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembavaran pajpk dilakukan setelah lewat 2
(dua) buian, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (no)
koma enam persen) per bulan atas keteriambatan pembayaran kelebihan
pembayaran Pajak

BAB XIV
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan
Pasal 46

Wajib Papk dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda terhadap
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB, dan pemotongan atau

pemungutan oleh pihak ketiga.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
dengan menyampaikan jumiah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang
dipotang atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajb Pajk, dengan
disertai alasan yang jclas.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal
pemotongan atau pemungutan, kecuali Wajib Pajak memanjukkan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3} meliputi:

bencana alam;

kebakaran;

kerusuhan massal atau huru-hara;

wabah penyakit; dan/atau

keadaan hin berdasarkan pertimbangan Bupati.

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajpk telah membayar Pajak
terutang dalam SKPDXB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan
atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah
disetujui Wajib Pajak

Keberatan vang tidak: memenuhi persyaratan sebagaimana dimalksud pada
ayat (1), avat {2), ayat (3), dan ayat (5 tidak dianggap sebagai surat
keberatan.
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Tanda pengiriman surat kKeberatan melalul pengiriman tercatat atau melalui
media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan
Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat
keberatan.

Dalam hal Waib Pajpk mengajukan keberatan, jangka wakiu pelunasan atas
jumlah pajpk yang belum dibayvar pada saat pengajuan keberatan
tertangguh sampai dengan 1 (satu} bulan sejpk tanggal penerbitan Surat
Keputusan Keberatan.

Jumlah pajpk vang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai
utang pajak.

Pasal 47

Kepala Bapenda memberi keputusan atas keberatan yang diajukan cleh
Wajib Pajpk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).

Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bapenda dapat melakukan pemeriksaan.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Jjangka waktu paling lama 12 (dua belas| bulan sejak tangpal surat keberatan
diteritna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7).

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian sama dengan Pajak yang terutang merarut Wajib Pajalg

b. menerima sebagian dalam hal pajpk terutang berdasarkan hasil
peneliti an sebagian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib
Pajalk;

¢. menolak dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penclitian sama

dengan Pagk yvang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang
diajukan keberatan oleh Wajib Pajak atau

d. menambah besarmya jumlah Pajak yang terutang dalam hal papak
terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajk yang
tervtang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan
clech Wajib Pajak.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada avat (3} Kepala
Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
dianggap diterima.

Pasal 48

Dalamm hal pengajuan keberatan Pajpk dikabulkan sebagian atan
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga schesar 0,6% [nol koma enam persen) dihitung dari pajpk
vang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 [dua puluh empsat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 {satu) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sepk bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari jumlah Pajek berdasarkan keputusan keberatan dikurang
dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
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Bagian Kedua
Banding
Pasal 49

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan
peradilan pajak atas Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala
Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), paling lama 3 (tiga)
bulan sejak kepulusan diterima dengan dilampiri salinan Keputusan
Keberatan tersebut.

Permohonan banding scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat {1] menangguhkan
kewajiban membayar Pajpk sampai dengan 1 (satu] bulan sejpk tanggal
penerbitan Putusan Banding.

Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 50

[mlam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 0,6% [nol koma enam persen), dihitung dari Pajak yang lebih
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 {dua puluh empat) bulan serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Imbatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat {l1]), dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding,

Dalamm  hal Wajik Papk mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 3% {tiga puluh persen} sebagaimana
dimaksud dalam Pesal 48 ayat (3) tidak dikenakan.

{4 Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wapb

(1)

(2)

Pajak dikenai sanksi adminisiratil berupa denda sebesar 60% {enam puluh

persen) dari jumlah Pajpk berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan

Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XV
GUGATAN
Pasal 51
Gugatan Wajb Pajak atau penanggung Pagk terhadap:
a pelaksanaan surat paksa, surat perintah meleksanakan penyitaan, atan
pengumuman Lelang;
b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;

¢ keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan;
dan

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Keputusan Keberatan yang dalam

penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara vang telah
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gugatan Wajb Pajpk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
diajukan ke badan peradilan pajak.
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Pasal 52

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XVi
TARGET PENERIMAAN PAJAK

Pasal 53
Penentuan rencana penerimaan Pajak dilaksanakan berdasarkan analisa
potensi Pajpk, data realisasi penerimaan Pajpk kurun wakiu paling sedikit 3
(tiga) tahun sebelumnya, dan kondisi ekonomi makro regional dan nasional.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTLUP

Pasal 54

Peraturan Bupati imi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI] CIANJUR,

Tid/Cap.

HERMAN SUHERMAN

Civndangkan di Cianjur
3 Januari 2024

h&ﬁ}?&m KABUPATEN CIANJUR,

=

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 388




